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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

 

 

PERATURAN 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

NOMOR 19 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PELAKU 

PENGADAAN BARANG/JASA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) 

huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah 

diundangkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; 

b. bahwa untuk penyempurnaan pengaturan mengenai 

Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan 

Barang/Jasa;  

 

Mengingat : 1.  Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 314); 

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA. 

 

Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) diubah sebagai 

berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian PPK berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) PA/KPA menetapkan PPK pada Kementerian/ 

Lembaga/ Perangkat Daerah. 

(3) PPK dapat dijabat oleh: 

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Analis 

Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata 

Keuangan APBN Mahir, Pranata Keuangan 

APBN Penyelia atau Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Kementerian/Lembaga /Perangkat 

Daerah;  

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional 

Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Kepolisian Republik Indonesia; atau 

c. personel selain yang dimaksud dalam huruf a 

dan huruf b. 

(4) PPK tidak boleh dirangkap oleh: 

a. Pejabat Penandatangan Surat Perintah 

Membayar (PPSPM) atau Bendahara; 

b. Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan untuk 

paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; 

atau 

c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan 

Barang/Jasa yang sama. 

(5) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah 

terima jabatan  kepada pejabat yang baru. 

 

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

(1) persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK dalam 

Pengadaan Barang/Jasa yaitu: 

a. memiliki integritas dan disiplin; 
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b. menandatangani Pakta Integritas; 

c. memiliki sertifikat kompetensi di bidang 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 

d. berpendidikan paling rendah  Sarjana  Strata  

Satu (S1) atau setara. 

(2) Persyaratan bagi PPK yang dijabat oleh Analis 

Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata APBN Mahir 

atau Pranata Keuangan APBN Penyelia ditetapkan 

oleh Menteri yang berwenang di bidang aparatur 

negara atas usulan dari Menteri yang berwenang di 

bidang keuangan. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c tidak dapat terpenuhi, Sertifikat 

Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai 

dengan 31 Desember 2023.  

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan 

Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan 

memiliki golongan ruang paling rendah III/a atau 

disetarakan dengan golongan III/a.  

(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ditambahkan dengan: 

a. memiliki latar belakang keilmuan dan 

pengalaman yang sesuai dengan pekerjaan; 

atau 

b. memiliki kompetensi teknis pada bidang 

masing-masing sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

(1) Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) dan ayat (2), PA/KPA dapat merangkap 

sebagai PPK.  
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(2) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pegawai 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang 

tugas PPK atau Agen Pengadaan. 

(3) PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak 

diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c. 

 

Pasal II  

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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